BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian normatif terhadap kewenangan perizinan

usaha pertambangan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara dalam perspektif maslahah ‘ammah

dapat disimpulkan bahwa:

1.

Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan
diberikan oleh Bupati/Walikota apabila =~ Wilayah Izin Usaha
Pertambangan berada di dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota,
Gubernur apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada
pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi setelah
mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan oleh Menteri
apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada pada lintas wilayah
Provinsi setelah mendapaatkan rekomendasi dari Gubernur dan
Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Melalui mekanisme penetapan WIUP terlebih dahulu untuk
selanjutnya pemberian IUP, kewenangan izin usaha pertambangan

bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah merupakan kewenangan
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atributif yang diamanatkan langsung oleh undang-undang
pertambangan mineral dan batubara. Adapun bentuk perizinan usaha
pertambangan , lebih dekat ke bentuk konsesi daripada izin itu sendiri.
. Dalam feori maslahah ‘ammah, hal yang paling ditekankan adalah
kemaslahatan umum. Undang-undang tentang pertambangan mineral
dan batubara mengatur tentang kewenangan izin usaha pertambangan,
bahwa secara umum dan dari segi peraturan, undang-undang tentang
pertambangan mineral dan batubara dalam hal mengatur kewenangan
izin usaha pertambangan, memuat unsur kemaslahatan, baik itu untuk
kemaslahatan Pemerintah Pusat, yang dimaknai sebagai kemaslahatan
seluruh rakyat Indonesia, maupun kemaslahatan bagi Pemerintah
Daerah, yang dimaknai sebagai kemaslahatan khusus bagi masyarakat
setempat Daerah penghasil.

Persoalan perizinan yang berhubungan dengan penetapan wilayah
usaha pertambangan merupakan bagian dari perlindungan Negara
terhadap lingkungan dan ekosistem, sayangnya pengaturan mengenai
perlindungan ini belum sepenuhnya menanggung kerugian yang
dialami masyarakat serta pertanggungjawaban pemerintah secara
jelas, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Padahal, usaha
eksplorasi dan eksploitasi pertambangan merupakan suatu kewajiban
Negara yang harus dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan amanat
konstitusi yaitu dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang selaras dengan

prinsip hukum Islam, yaitu untuk mendapatkan kemaslahatan.



122

B. Saran dan Rekomendasi

Penulisan tesis ini tentu sangat jauh dari kata sempurna.
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang sisi kemaslahatan
yang terkandung dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara terkait dengan kewenangan izin
usaha pertambangan. Dari penelitian ini, diharapkan mampu
mengungkap lebih detail lagi dan pada peraturan lainnya diharapkan
berbasis kemaslahatan untuk seluruh warga Negara Indonesia.

Selanjutnya, oleh karena penelitian ini tidaklah sempurna, maka
kiranya saran diharapkan dari pembaca sekaligus penelitian ini dijadikan
sebagai bahan penelitian selanjutnya untuk menuju pada pengaturan

tentang pertambangan yang lebih memberikan kemaslahatan secara luas.



